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Herlinda Nifia* | Abstrak
UIN Sjech M.Djamil || Policy paper ini menyajikan kajian mengenai kebijakan peningkatan proporsi penerimaan
Djambek Bukittinggi || dari layanan non-pendidikan (layanan penunjang) pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam
Negeri (PTKIN) yang berstatus Badan Layanan Umum (BLU). Tujuan dari kajian ini adalah
untuk mencapai target pengelolaan BLU, yaitu menyelenggarakan layanan umum yang berke-
*Penulis Korespondensi: || sinambungan secara finansial. Metodologi penulisan yang digunakan adalah kualitatif dengan
lilinaqila@gimal.com || pendekatan deskriptif, dengan memanfaatkan data sekunder dan analisis SWOT untuk meng-
identifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pengelolaan unit bisnis
penunjang pada PTKIN BLU. Hasil kajian menunjukkan bahwa rendahnya proporsi penerima-
an BLU disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu: pengelolaan unit bisnis yang belum optimal
dan keterbatasan kompetensi sumber daya manusia. Berdasarkan temuan tersebut, diajukan
beberapa alternatif kebijakan, antara lain: pengembangan klaster riset dan inovasi berbasis
industri, reformasi regulasi internal dan eksternal untuk profesionalisasi pengelolaan unit bis-
nis, reformasi struktur organisasi unit bisnis, dan diversifikasi jenis unit bisnis. Rekomendasi
utama yang diajukan adalah reformasi regulasi internal dan eksternal untuk profesionalisasi
pengelolaan unit bisnis, yang ditujukan kepada Kementerian Keuangan selaku Pembina Keu-
angan BLU dan Kementerian Agama.

Kata Kunci: Kebijakan; Kemandirian Finansial; Penerimaan Non Layanan Utama; PTKIN
BLU; Profesionalisasi Unit Bisnis; Reformasi Regulasi

Abstract

This policy paper presents a study on the policy of increasing the proportion of revenue from
non-educational services (supporting services) at State Islamic Religious Colleges (PTKIN)
with the status of Public Service Agency (BLU). The purpose of this study is to achieve the
target of BLU management, namely to provide financially sustainable public services. The
writing methodology used is qualitative with a descriptive approach, utilizing secondary data
and SWOT analysis to identify internal and external factors that influence the management
of supporting business units at PTKIN BLU. The results of the study indicate that the low
proportion of BLU revenue is caused by two main factors, namely: suboptimal management
of business units and limited human resource competencies. Based on these findings, seve-
ral alternative policies are proposed, including the development of industry-based research
and innovation clusters, internal and external regulatory reforms for the professionalization
of business unit management, reform of the organizational structure of business units, and
diversification of business unit types. The main recommendation proposed is internal and
external regulatory reforms for the professionalization of business unit management. These
are addressed to the Ministry of Finance as the BLU Financial Supervisor and the Ministry of
Religious Affairs.

Keywords: Policy; Financial Independence; Non-Main Service Revenue; PTKIN BLU;
Professionalization of Business Units; Regulatory Reform
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PENDAHULUAN
Latar Belakang Masalah

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Ne-
geri (PTKIN) yang dikelola sebagai Badan
Layanan Umum (BLU) memiliki tanggung
jawab besar dalam meningkatkan kualitas
layanan pendidikan dan pelayanan publik.
Pada pasal 4 bagian 9 (Kementerian Ke-
uangan Republik Indonesia, 2020) Ten-
tang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan
Umum dan (Kementerian Keuangan Re-
publik Indonesia, 2022) dijelaskan bahawa
BLU menyelenggarakan penyelenggaraan
layanan umum sejalan dengan Praktik Bis-
nis yang Sehat.

PTKIN yang telah bertransformasi men-
jadi BLU menghadapi tantangan strategis
dalam meningkatkan proporsi penerima-
an dari non-layanan utama (penunjang).
Transformasi ini memberikan peluang be-
sar bagi PTKIN BLU untuk mengelola sum-
ber daya secara lebih fleksibel dan inovatif.
Namun, kenyataannya, potensi penerimaan
dari unit bisnis atau usaha penunjang be-
lum dimanfaatkan secara optimal. Hal ini
disebabkan oleh kebiasaan yang sudah ter-
bentuk saat PTKIN masih berstatus Satuan
Kerja (Satker) PNBP, di mana fokus utama
hanya pada layanan pendidikan. Keterba-
tasan sumber daya manusia dan keahlian
juga menjadi tantangan signifikan lainnya.
Unit bisnis PTKIN BLU masih dikelola oleh
dosen dan tenaga kependidikan yang memi-
liki tugas utama lain, menyebabkan kurang
fokusnya dalam menjalankan fungsi bisnis.

Ketergantungan yang tinggi pada UKT tidak
hanya membebani mahasiswa dan masyara-
kat, tetapi juga menghambat pengembang-
an inovasi bisnis yang menjadi ciri khas
BLU. Studi oleh (Ebrahim & Rangan, 2010)
menegaskan bahwa organisasi publik yang
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terlalu bergantung pada satu sumber pen-
dapatan rentan terhadap ketidakstabilan
keuangan, terutama dalam menghadapi di-
namika ekonomi.

Fenomena rendahnya proporsi penerimaan
dari sektor non-layanan utama (penunjang)
menjadi isu krusial dalam pencapaian tar-
get anggaran BLU. Penelitian menunjukkan
bahwa peningkatan jumlah mahasiswa tan-
pa diimbangi dengan peningkatan sumber
daya akan berdampak negatif pada kualitas
pendidikan (Pusvitasari, A., 2024). Peneliti-
an terkini menunjukkan bahwa diversifikasi
sumber pendapatan di lembaga pendidikan
tinggi, termasuk PTKIN, berperan penting
dalam menciptakan stabilitas keuangan
yang mendukung keberlanjutan layanan
pendidikan (Bafadal, I., 2021)

Untuk mengatasi berbagai tantangan ter-
sebut, diperlukan kebijakan strategis yang
mendukung pengembangan unit bisnis PT-
KIN BLU dalam meningkatkan proporsi pe-
nerimaan Non layanan utama (penunjang).
Dengan pendekatan ini, PTKIN BLU dapat
memaksimalkan potensinya sebagai lem-
baga yang tidak hanya berorientasi pada
layanan pendidikan tetapi juga pada penge-
lolaan bisnis yang berkelanjutan.

Oleh karena itu, mengenai kebijakan stra-
tegis untuk meningkatkan proporsi peneri-
maan dari non-layanan utama (penunjang)
menjadi sangat relevan untuk dibahas.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas, berikut adalah
identifikasi masalah terkait dengan rendah-
nya kontribusi penerimaan non-layanan
utama terhadap anggaran PTKIN BLU:

1. Pengembangan unit usaha non UKT
PTKIN BLU belum tuntas. Mengem-
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bangkan unit bisnis akan memungkin-
kan menghasilkan pendapatan tambah-
an lainnya. Potensi pengelolaan fasilitas
kampus, pelatihan, konsultasi, dan ko-
laborasi dengan industri belum diman-
faatkan secara signifikan.

2. Fokus yang terlalu besar pada peneri-
maan layanan utama. Sebagian besar
PTKIN BLU masih berfokus pada pe-
ningkatan jumlah mahasiswa untuk
meningkatkan UKT dan penerimaan
akademik lainnya sebagai sumber uta-
ma pendapatan. Hal ini menyebabkan
kurangnya dorongan untuk mengem-
bangkan sumber pendapatan alternatif
yang lebih beragam dan stabil.

3. Keterbatasan SDM dalam pengelolaan
unit bisnis. SDM yang mengelola unit
bisnis di PTKIN BLU sebagian besar ter-
diri dari dosen dan tenaga kependidik-
an (tendik) yang memiliki tugas utama
di bidang akademik dan administrasi
pendidikan. Sehingga mengurangi fo-
kus mereka terhadap pengelolaan unit
bisnis, karena mereka dibebani dengan
kewajiban ganda.

4. Belum ada keterlibatan profesional eks-
ternal dalam pengelolaan bisnis. PTKIN
BLU masih sangat bergantung pada pe-
ngelola internal yang umumnya bukan
profesional di bidang bisnis. Hal ini
yang membuat pengembangan unit bis-
nis terhambat.

5. Keterbatasan regulasi terkait pengang-
katan dan penggajian profesional. PT-
KIN BLU belum memiliki aturan yang
jelas mengenai mekanisme pengang-
katan dan penggajian tim ahli yang ber-
asal dari luar PTKIN untuk mengelola
unit bisnis.

Identifikasi masalah ini menjadi langkah
awal dalam memahami tantangan pengelo-
laan PTKIN BLU. Dengan pendekatan ber-
basis data dan argumen yang logis, makalah
ini diharapkan memberikan klarifikasi ter-
hadap isu yang dihadapi serta menawarkan
solusi kebijakan yang dapat diimplementa-
sikan.

Adapun dampak negatif yang ditimbulkan
dari besarnya proporsi penerimaan non-
-layanan utama (penunjang) di atas di an-
taranya: PTKIN tidak memiliki fleksibilitas
untuk mengelola anggaran secara mandiri,
PTKIN kesulitan dalam memenuhi target
anggaran tanpa harus meningkatkan UKT
atau jumlah mahasiswa, PTKIN lebih ren-
tan terhadap fluktuasi ekonomi dan peru-
bahan kebijakan pemerintah, kinerja unit
bisnis sering kali tidak memenuhi harap-
an, pengelolaan unit bisnis menjadi kurang
profesional dan tidak optimal.

Adapun akar masalah Rendahnya Terget
Proporsi penerimaan dari Non Layanan
Utama (Penunjang) PKTIN BLU dalam pen-
capaian rencana target Anggaran BLU dapat
diilustrasikan sebagai berikut:

Rendahnya Terget Proporsi Penerimaan dari Non Layanan Utama (Penunjang) PKTIN BLU
dalam Pencapaian Rencana Target Anggaran BLU Non Layanan Utama/Non UKT

1
Pengelolaan usaha bisnis
yang masih rendah
[

C

erbatasnya pengetahuan dan keahlian
SDM pengelola unit bisnis
[

] Y ] Y v
Belum Masih fokus pada . Keterbatasan SDM dan Belum melibatkan Belum adanya aturan yang jelas|
berkembangnya target yang berasal dari Keahlian Pengelola professional dalam tentang tatacara pengangkatan

usaha-usaha bisnis penerimaan utama (UKT

Unit Bisnis yang

mengelola unit bisnis dan penggajian dalam

PTKIN BLU (Potensi dan Proses pendidikan) Tidak Memadai untuk | |sehingga Menghambat memperkerjakan tim ahli
Pendapatan Non-UKT] VRIS Menghambat Mengelola Unit Bisnis Pertumbuhan Unit pengelola unit bisnis PTKIN
Tidak Maksimal) Diversifikasi Sumber Secara Efektif Bisnis yang berasal di luar PTKIN
Pendapatan
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Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas,
maka yang menjadi problem statement da-
lam artikel ini adalah rendahnya proporsi
non-layanan utama (penunjang) pada PK-
TIN BLU saat ini, disebabkan oleh penge-
lolaan usaha-usaha bisnis yang masih ren-
dah, terbatasnya pengetahuan dan keahlian
SDM pengelola unit bisnis, menjadi kendala
signifikan dalam pengelolaan keuangan dan
pengembangan kapasitas lembaga serta ke-
berlanjutan keuangan dalam meningkatkan
kinerja keuangan dan kemandirian keu-
angan PTKIN BLU yang diamanatkan me-
lalui kebijakan pengelolaan badan layanan
umum.

Meskipun PTKIN BLU memiliki poten-
si besar untuk menghasilkan pendapatan
tambahan, sebagian besarnya masih ber-
gantung pada UKT dan layanan utama pen-
didikan lainnya. Sebagai akibatnya, PKTIN
BLU belum sepenuhnya memanfaatkan
potensi bisnis non-layanan utama untuk
mendukung tujuan jangka panjang dan ke-
berlanjutan anggaran BLU.

Tujuan dan Manfaat Penulisan
Tujuan Penulisan

Tulisan ini memiliki tujuan untuk mema-
parkan permasalahan rendahnya proporsi
penerimaan dari non-layanan utama pada
PTKIN BLU dan menjelaskan faktor-faktor
yang menghambat pengembangan sumber
pendapatan tersebut. Serta untuk mendes-
kripsikan kondisi pengelolaan penerimaan
PKTIN BLU yang masih bergantung pada
UKT dan proses pendidikan, menjelaskan
keterbatasan dan kehalian SDM dalam pe-
ngelolaan unit bisnis PKTIN BLU, kebijakan
yang diperlukan untuk meningkatkan efisi-
ensi pengelolaan anggaran.
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Manfaat Penulisan

Kebijakan ini memberikan manfaat utama
dalam meningkatkan keberlanjutan finan-
sial PTKIN BLU dengan peningkatan pro-
porsi penerimaan dari non-layanan utama
(Penunjang). Hal ini akan mengurangi ke-
tergantungan pada UKT dan menciptakan
sumber pendapatan yang lebih stabil, me-
ningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran
BLU dengan mengoptimalkan unit bisnis
non layanan utama. Dampak langsungnya
adalah peningkatan kualitas pelayanan pen-
didikan dan non-pendidikan yang lebih baik
untuk masyarakat.

Selain itu, penulisan policy paper dapat
memperkuat tata kelola PKTIN BLU, me-
ningkatkan relevansi dan keberlanjutan
kebijakan, serta memberikan arah yang
lebih jelas bagi pengelolaan anggaran dan
pengembangan. Dan tulisan ini diharap-
kan juga dapat menjadi referensi kebijakan
yang berguna bagi pengambil keputusan
di tingkat pusat dan daerah untuk menca-
pai tujuan pengelolaan anggaran yang lebih
berkelanjutan dan efisien dalam sektor pen-
didikan tinggi BLU.

Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual
Kerangka Teori

Kebijakan peningkatan proporsi penerima-
an dari non-layanan utama (penunjang) di
PTKIN BLU dapat dibangun dari beberapa
landasan teori yang relevan, mencakup teori
manajemen dan organisasi, teori kebijakan
publik dan teori pengelolaan keuangan pub-
lik, antara lain:

1. Teori manajemen dan organisasi:

a. Teori manajemen keuangan publik
(public financial management the-
ory). Teori ini mengemukakan pen-
tingnya pengelolaan sumber daya



keuangan publik yang efisien dan
efektif dalam mendukung pencapai-
an tujuan organisasi publik. Teori
ini digunakan untuk menganalisis
bagaimana alokasi dan pengelola-
an anggaran dapat diarahkan untuk
mendukung pengembangan bisnis
non-pendidikan sebagai sumber
pendapatan alternatif, guna me-
ngurangi ketergantungan pada pe-
nerimaan utama (UKT dan proses
pendidikan (A. Suyanto, 2018).
Teori manajemen strategis (stra-
tegic management theory). Mana-
jemen strategis adalah teori yang
berfokus pada perencanaan dan im-
plementasi strategi untuk mencapai
tujuan jangka panjang. Dalam hal
ini, penerapan strategi yang relevan
adalah melalui SWOT analysis. Se-
hingga dapat mendorong unit bis-
nis untuk menciptakan produk atau
layanan baru.

Teori pengembangan sumber daya
manusia (human resource deve-
lopment theory). Teori ini berfokus
pada pentingnya pengembangan
keterampilan dan kapasitas SDM
untuk mendukung pencapaian tu-
juan organisasi. Dan juga relevan
untuk menganalisis keterbatasan
SDM yang ada dan perlunya pem-
benahan dalam pengelolaan tim
ahli (Becker, G.S., 1998).

Teori  pengelolaan  perubahan
(change management theory).
Teori ini digunakan untuk meng-
analisis bagaimana PKTIN BLU
dapat mengatasi hambatan inter-
nal dalam pengelolaan unit bisnis
dan mengimplementasikan strate-
gi baru untuk memperluas sumber
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pendapatan, sambil menjaga kuali-
tas layanan pendidikan (Kotter, J.
P.,1996).

2. Teori kebijakan publik (public policy

theory). Teori kebijakan publik berfo-

kus pada pembuatan kebijakan yang

mengarah pada penyelesaian masalah

publik dengan cara yang efisien dan ber-

kelanjutan. Kebijakan yang mendukung

pengembangan unit bisnis Non-UKT

perlu dibuat untuk mengatasi keter-

batasan dalam manajerial dan sumber
daya.
3. Teori pengelolaan keuangan publik

a.

Teori pengelolaan Badan Layanan
Umum (BLU management theory).
Berdasarkan PMK Nomor 129/
PMK.05/2020 dan PMK Nomor
202/PMK.05/2022, teori ini men-
jelaskan prinsip-prinsip pengelo-
laan Badan Layanan Umum (BLU)
yang menekankan pada peningkat-
an kualitas layanan publik melalui
pengelolaan yang efisien dan berke-
lanjutan dan tetap dapat dipertang-
gungjawabkan sesuai aturan yang
berlaku.

Teori diversifikasi pendapatan (re-
venue diversification theory). Teori
diversifikasi pendapatan berfokus
pada penyebaran sumber-sumber
pendapatan untuk mengurangi ke-
tergantungan pada satu sumber
Berarti
sumber pendapatan selain UKT, ya-

utama. mengembangkan
itu melalui unit bisnis Non-utama.

Teori ekonomi dan keberlanjutan
keuangan. Keberlanjutan keuangan
PTKIN BLU memerlukan pende-
katan teoritis dari perspektif ekono-
mi, dengan menjelaskan penting-
nya diversifikasi pendapatan dalam
menyediakan layanan publik yang
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optimal, mengintegrasikan dimen-
si ekonomi, sosial, dan lingkungan
untuk memastikan keberlanjutan
usaha.

d. Teori efisiensi dan efektivitas pe-
ngelolaan aset. Teori ini menekan-
kan bagaimana aset yang dimiliki
organisasi dapat dimanfaatkan se-
cara optimal untuk meningkatkan
pendapatan. Dalam konteks PTKIN
BLU, pemanfaatan aset berupa ta-
nah, bangunan, atau layanan lain-
nya dapat menjadi sumber utama
pengembangan unit bisnis.

Kerangka Konseptual

Berdasarkan teori di atas maka rumusan ke-
bijakan pengembangan sumber penerimaan
dari unit bisnis non-utama di PKTIN BLU
memiliki fokus untuk mengidentifikasi fak-
tor-faktor yang menghambat pengembang-
an unit bisnis non-pendidikan dan menca-
ri solusi untuk meningkatkan penerimaan
melalui pengelolaan yang lebih efisien dan
profesional.

Pengembangan penerimaan non-utama di
PTKIN BLU dirancang dengan pendekatan
sistematis yang mencakup tiga elemen inti:
regulasi, sumber daya manusia (SDM), dan
optimalisasi aset. Regulasi, terutama PMK
Nomor 129/PMK.05/2020 dan PMK No-
mor 202/PMK.05/2022, memberikan pe-
doman untuk pengelolaan keuangan BLU,
yang perlu diterjemahkan ke dalam kebijak-
an operasional yang mendukung fleksibili-
tas dan inovasi dalam unit bisnis.

Optimalisasi aset melibatkan pemanfaat-
an aset fisik dan nonfisik PTKIN BLU un-
tuk aktivitas bisnis produktif, seperti kerja
sama strategis dengan sektor swasta atau
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pemanfaatan inovasi berbasis teknologi un-
tuk menciptakan layanan bernilai tambah.

METODOLOGI

Metode penulisan yang digunakan dalam
penulisan policy paper ini adalah meto-
de kualitatif dengan pendekatan deskriptif
memanfaatkan data sekunder dan analisis
SWOT untuk mengidentifikasi faktor-faktor
internal dan eksternal yang mempengaruhi
pengelolaan unit bisnis penunjang pada PT-
KIN BLU. Dengan pendekatan deskriptif,
data sekunder digunakan sebagai dasar un-
tuk melakukan analisis komprehensif me-
ngenai kinerja unit bisnis Non-UKT PTKIN
BLU. Data tersebut mencakup laporan keu-
angan proporsi penerimaan PTKIN BLU Di
indonesia. Analisis terhadap data keuangan
dan penerimaan yang ada digunakan untuk
mengidentifikasi persentase penerimaan,
potensi pengembangan bisnis. Referensi
juga diambil dari dokumen kebijakan yang
relevan, seperti PMK tentang pengelolaan
Badan Layanan Umum (BLU).

Selain itu, penulis juga melakukan wawan-
cara pada pihak-pihak terkait untuk menda-
patkan perspektif yang lebih mendalam me-
ngenai tantangan dan peluang pengelolaan
unit bisnis Non-UKT kepada para pengelola
unit bisnis dan perencana anggaran di PT-
KIN BLU. Wawancara ini menggunakan go-
ogle form yang menggali faktor-faktor peng-
hambat, kebijakan yang telah diterapkan,
serta rekomendasi untuk perbaikan.

Lebih lanjut, dalam menganalisa data te-
muan, penulis menggunakan pendekatan
analisis SWOT (Strengths, Weaknesses,
Opportunities, and Threats) untuk menilai
kondisi internal dan eksternal PTKIN BLU
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dalam mengelola unit bisnis Non-UKT. Se-
hingga dengan analisis ini diperoleh gam-
baran menyeluruh mengenai kekuatan yang
dapat dimanfaatkan, kelemahan yang perlu
diperbaiki, peluang yang dapat dieksplora-
si, serta ancaman yang harus diwaspadai
dalam pengembangan unit bisnis tersebut.

Dengan metodologi ini, policy paper ini di-
harapkan dapat menghasilkan rekomendasi
kebijakan yang berbasis pada data yang va-
lid dan praktik terbaik yang teruji, serta da-
pat memberikan kontribusi signifikan ter-
hadap pengelolaan unit bisnis Non-layanan
utama PTKIN BLU yang lebih efisien dan
berkelanjutan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Proporsi Penerimaan PTKIN

Dalam laporan keuangan PTKIN BLU dapat
dilihat bahwa total pendapatan dari tahun
2022 sampai dengan 2023 terjadi pening-
katan yang signifikan. Dengan demikian,
secara agregat, penerimaan PNBP BLU dari
tahun ketahun meningkat pada PTKIN BLU.
Akan tetapi komposisi yang mempengaruhi
pendapatan total ini ada yang mengalami
peningktan dan ada yang mengalami penu-
runan. Sebagaimana dapat dilihat dari tabel
penerimaan yang diterima tahun 2023 di-
bandingkan dengan tahun 2022 berikut ini.

Tabel 1. Pertumbuhan Penerimaan BLU PTKIN 2023

2023 Terhadap 2022

Peningkatan/ Peningkatan/ Peningkatan/
NO NAMA BLU Penurunan Layanan Penurunan Non Penurunan Total
Utama Utama Penerimaan
% % %
1 UIN Syekh Nurjati Cirebon 114.13 -76.64 63.09
2 UIN Sunan Ampel Surabaya 7.15 280.29 21.87
3 UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung 13.14 121.93 18.69
4 TAIN Palopo 16.49 21.01 17.47
5 UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi 10.41 108.09 16.35
6 UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto 14.06 5046.49 15.39
7 UIN Imam Bonjol Padang 13.24 46.69 14.33
8 UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten 12.89 -0.44 12.28
9 UIN Sunan Gunung Djati Bandung 9.21 127.75 11.13
10 UIN Mataram 9.49 27.71 10.79
11 | UIN Raden Mas Said Surakarta 9.47 1214.38 10.57
12 | UIN Walisongo Semarang -1.15 143.97 10.47
13 | UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan 9.94 9.94
14 | UIN KH Achmad Siddiq Jember 9.11 37.63 9.74
15 | UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 8.47 33.55 9.70
16 | UIN Raden Fatah Palembang 7.36 90.03 9.65
17 | UIN Alauddin Makasar 8.86 8.54 8.84
18 | UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 5.08 15.20 7.15
19 | UIN Mahmud Yunus Batusangkar 6.07 6.55
20 | UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 3.71 19.20 6.40
21 | UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 4.36 110.34 5.82
22 | UIN Sultan Syarif Kasim Riau 14.24 -78.75 5.71
23 | UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu 4.78 694.17 5.51
24 | UIN Salatiga 2.59 388.05 5.25
25 | UIN Ar-Raniry Aceh 1.22 67.82 3.89
26 | UIN Raden Intan Lampung 3.20 14.96 3.58
27 | UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidempuan 0.08 10.57 0.89
28 | UIN Sumatera Utara Medan -6.93 193.28 -3.09

Sumber: Olahan Laporan Keuangan PTKIN BLU
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Tabel di atas memperlihatkan pertumbuh-
an atau penurunan dari penerimaan BLU
tahun 2023 yang dibanding dengan besar-
an penerimaan dari tahun 2022 di berbagai
pada PTKIN, data diatas menunjukkan pe-
ningkatan atau penurunan dalam dua kate-
gori: Layanan Utama (Layanan Akademik),
Non Layanan Utama (Layanan Penunjang),
serta terdapat pertumbuhan atau penurun-
an total penerimaan secara agregat (total
pendapatan).

Pada UIN Syekh Nurjati Cirebon menga-
lami penurunan penerimaan layanan non
utama (layanan penunjang) yang signifikan
sebesar -76,64%, namun terjadi pertum-
buhan total penerimaan yang signifikan ya-
itu, 63.09%. Angka ini menjelaskan bahwa
yang mempengaruhi peningkatan peneri-
man total adalah penerimaan layanan uta-
ma. UIN Sunan Ampel Surabaya menun-
jukkan peningkatan yang signifikan dalam
layanan non-akademik sebesar 280,29%,
tetapi berkontribusi rendah terhadap pe-
ningkatan total penerimaan jika melihat pe-
ningkatan total penerimaan yang tidak se-
besar peningkatan layanan non-akademik.
UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
mengalami peningkatan baik pada layan-
an utama sebesar 13,14% maupun layanan
non akademik sebesar 121,93%, dengan pe-
ningkatan total penerimaan sebesar 18.09%
data ini juga menunjukkan bahawa pening-
katan penerimaan layanan non akademik
tidak berperaruh besar kepada peningkatan
penerimaan total. IAIN Palopo, UIN Sjech
M. Djamil Djambek Bukittinggi, dan UIN
Imam Bonjol Padang menunjukkan pening-
katan yang signifikan pada semua kategori
dibanding tahun sebelumnya yaitu pening-
katan pada layanan utama sebesar 16,49%,
10,41%, dan 13,24% dibanding tahun 2022,
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serta pada non akademik juga mengalami
pertumbuhan sebesar 21,01%, 108,09% dan
46,60% dibanding tahun 2022.

Pada UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Pur-
wokerto memiliki peningkatan penerimaan
non-akademik yang luar biasa tinggi, yaitu
sebesar 5046,49%, akan tetapi peningkat-
an penerimaan totalnya tidak terlalu besar
yaitu 15,39%. Hal ini terjadi, karena UIN
Purwokerto baru menjadi BLU di tahun
2023, dalam aturan BLU baru, maka UIN
Purwokerto berhak meminta penggunaan
saldo BLU tahun 2022 (satu tahun sebelum-
nya) yang bersisa dan dapat diakui sebagai
penerimaan non layanan akademik tahun
berjalan untuk IAIN Purwokerto, hasil dari
pengunaan sisa penerimaan BLU tahun lalu
inilah yang menyebabkan peningkatan pe-
nerimaan non layanan utama sangat signi-
fikan.

UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
menunjukkan peningkatan pada pelayanan
utama sebesar 12,89%, dan juga mengalami
sedikit peningkatan pada penerimaan total
sebesar 12,28. Sementara itu, penerima-
an layanan penujang (non akademik/non
utama) mengalami penurunan. UIN Sunan
Gunung Djati Bandung, UIN Mataram, dan
UIN Raden Mas Said Surakarta menun-
jukkan sedikit peningkatan pada layanan
utama sebesar 9,21%, 9,49% dan 9,47% di-
banding tahun 2022, sedangkan untuk pen-
dapatan non akademik UIN Sunan Gunung
Djati Bandung, dan UIN Raden Mas Said
Surakarta mengalami peningkatan yang sa-
ngat tinggi sebesar 127,75% dan 1214,38%,
hanya saja proporsi ini tidak terlalu besar
pengaruhnya terhadapa total penerimaan
karena peningkatan total penerimaan hanya
sebesar 11.13% dan 10.57%.



---Kebijakan Peningkatan Proporsi Penerimaan Non-Utama PTKIN BLU... [Herlinda Nifia]; Halaman 465-484---

UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu dan
UIN Salatiga menonjol dengan peningkat-
an yang besar pada pelayanan non akade-
mik sebesar 694,17% dan 388,05%. Tetapi
pertumbuhan yang besar ini tidak memilliki
pengaruh signifikan terhadapat pertumbuh-
Terakhir,
UIN Sumatera Utara Medan mengalami pe-

an penerimaan secara agregat.

nurunan layanan akademik sebesar -6,93%
dan peningkatan non akademik sebesar
193,28 serta penurunan total penerimaan
sebesar -3,09% yang membuktikan bahwa
peningkatan penerimaan layanan non uta-
ma berpengaruh rendah terhadap total pe-
nerimaan.

Informasi ini dapat berguna untuk menilai
besaran peningkatan penerimaan PTKIN

BLU serta kinerja universitas di berbagai
bidang, termasuk layanan akademik dan
non-akademik, serta kesehatan keuangan
universitas. Untuk melihat proporsi yang
mempengaruhi agregat penerimaan maka
dapat dikaji lebih dalam. Terdapat dua
proporsi sumber penerimaan PTKIN BLU
yakni yang berasal dari layanan utama pen-
didikan (UKT dan Akademik lainnya) dan
berasal dari NON layaan Akademik/penun-
jang (kerja sama, pengelolaan aset tetap dan
lancar serta unit bisnis lainnya). Besaran
proporsi penerimaan PTKIN BLU dari dua
kegiatan di atas dapat dilihat pada tabel di
bawabh ini:

Tabel 2. Persentase Proporsi penerimaan PTKIN BLU Tahun 2021- 2023

2021 2022 2023
o NAVA PRIV BED o e o B P e
(Akademik) | Akademik | (Akademik) | Akademik | (Akademik) | Akademik
% % % % % %
1 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 80.74 19.26 79.52 20.48 77.98 22.02
2 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 81.82 18.18 82.68 17.32 80.59 19.41
3 UIN Sunan Ampel Surabaya 91.76 8.24 94.61 5.39 83.19 16.81
4 UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi 95.49 4.51 93.92 6.08 89.13 10.87
5 UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung 95.88 4.12 94.89 5.11 90.45 9.55
6 UIN Walisongo Semarang 92.06 7.94 92.00 8.00 90.74 9.26
7 UIN Mataram 93.67 6.33 92.85 7.15 91.76 8.24
8 UIN Alauddin Makasar 96.09 3.01 93.41 6.59 93.43 6.57
9 UIN Ar-Raniry Aceh 97.13 2.87 95.99 4.01 93.52 6.48
10 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 96.61 3.39 95.09 4.91 94.02 5.98
11 UIN Sumatera Utara Medan 98.27 1.73 98.08 1.92 94.19 5.81
12 UIN Raden Fatah Palembang 97.14 2.86 97.23 2.77 95.20 4.80
13 UIN Imam Bonjol Padang 96.22 3.78 96.74 3.26 95.82 4.18
14 UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten 95.49 4.51 95.44 4.56 95.96 4.04
15 UIN Syekh Nurjati Cirebon 98.70 1.30 73.24 26.76 96.17 3.83
16 UIN Raden Intan Lampung 97.56 2.44 96.79 3.21 96.43 3.57
17 UIN Sunan Gunung Djati Bandung 97.30 2.70 98.38 1.62 96.67 3.33
18 UIN Salatiga 99.94 0.06 99.31 0.69 96.81 3.19
19 UIN KH Achmad Siddiq Jember 99.74 0.26 97.78 2.22 97.22 2.78
20 UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 98.34 1.66 98.62 1.38 97.26 2.74
21 UIN Sultan Syarif Kasim Riau 98.00 2.00 90.83 9.17 98.16 1.84
22 TAIN Palopo 85.01 14.99 96.88 3.12 98.66 1.34
- UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri o o S5 e 98.82 118
Purwokerto

Bersambung pada halaman berikut (halaman 474)
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UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
24 | pa o R— 99.00 1.00 97.85 1.04 97.07 1.14
25 UIN Raden Mas Said Surakarta 99.96 0.04 99.91 0.09 98.91 1.09
26 UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu 99.86 0.14 99.89 0.11 99.21 0.79
27 UIN Mahmud Yunus Batusangkar 100.00 0.00 100.00 0.00 99.55 0.45
UIN KH. Abdurrahman Wahid
28 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00
Pekalongan

Sumber: Olahan Laporan Keuangan PTKIN BLU

Tabel di atas berisi tentang persentase pro-
porsi penerimaan PTKIN BLU dalam dua
kategori penilaian selama tiga tahun (2021,
2022, 2023), yaitu: Layanan Utama (Akade-
mik), dan Layanan Penunjang /Non-Akade-
mik. Proporsi ini didapat dari perbandingan
jumlah penerimaan masing-masing katego-
ri yang dibagi dengan total penerimaan BLU
PTKIN.

Layanan utama BLU PTKIN memiliki pe-
nerimaan stabil dan yaitu umumnya PTKIN
memiliki proporsi penerimaan layanan uta-
ma >90% setiap tahun. Bahkan ada pergu-
ruan tinggi memiliki persentase sempurna
(100%), seperti UIN KH. Abdurrahman
Wahid Pekalongan. Hal ini terjadi karena
KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan baru
menjadi BLU di tahun 2023, sehingga pene-
rimaan di tahun sebelumnya belum diminta
dan dijadikan penerimaan tahun 2023 da-
lah satu penyebabnya adalah adanya pro-
ses perubahan RKAKL dari anggaran PNBP
(satker) menjadi BLU dibutuhkan waktu
yang panjang sehingga pelporan penerima-
an BLU ditahun 2023 masih dalam mata
anggran penerimaan PNBP.

Proporsi Penerimaan layanan utama me-
mang cenderung menurun dari tahun ke
tahun pada sebagian besar PTKIN. Namun
ada beberapa kampus yang memiliki per-
sentase penerimaan layanan utama menu-
run cukup besar dari tahun ketahun salah
satunya UIN Syarif Hidayatullah Jakarta se-
besar 80.74% (2021), dan pada tahun 2022
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menjadi 79.52%, serta pada tahun 2023
terjadi penurunan proporsi pada layanan
utama menjadi 77.98%, jauh di bawah rata-
-rata PTKIN lainnya.

Dari data pada tabel dapat disimpulkan
bahwa lebih dari 90% PTKIN sangat ter-
gantung kepada penerimaan layanan utama
(penerimaan UKT dan akademik lainnya).

Jika dilihat pada layanan penunjang/Non-
-Akademik, kategori ini menunjukkan fluk-
tuasi lebih besar pada proporsi penerimaan.
Rata-rata persentase proporsi penerimaan
layanan non-akademik terhadapa total pe-
nerimaan BLU lebih rendah dibandingkan
layanan utama, beberapa perguruan ting-
gi memiliki nilai <10% di tahun tertentu.
Fluktuasi ini sangat terlihat pada pesentase
selisih yang cukup tingga dalam nilai tahun-
an. Beberapa PTKIN menunjukkan kenaik-
an pesentase proporsi penerimaan layanan
penujang dari tahun ke tahun, seperti UIN
Walisongo Semarang yang terus meningkat
dari 7.94% (2021) menjadi 9.26% (2023),
dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta te-
rus meningkat dari 19,26% (2021) menjadi
22,02% (2023) hanya saja peningkatan pro-
porsi tersebut belum signifikan memepe-
ngarui peningkatan total penerimaan total
BLU.

Jika dilihat dari kondisi ini, proporsi pen-
capaian target penerimaan yang paling be-
sar berpengaruh terhadap total penerimaan
adalah penerimaan yang berasal dari layan-
an utama Pendidikan (akademik).



---Kebijakan Peningkatan Proporsi Penerimaan Non-Utama PTKIN BLU... [Herlinda Nifia]; Halaman 465-484---

Berdasarkan data laporan keuangan PK-
TIN BLU di atas, pada tahun 2023 terdapat
24 dari 28 PTKIN BLU atau 86% PTKIN
BLU, penerimaannya bersumer dari la-
yanan utama yang berkisar 90%—97% dari
total agregat penerimaan BLU, sementara
proporsi penerimaan layanan non-utama
(penunjang) hanya menyumbang 3%—-10%.
Dari penerimaan penunjang ini juga terda-
pat penerimaan aset lancar, yaitu peneri-
maan yang berasal dari hasil bunga daposi-
to dari saldo awal PTKIN BLU. Penerimaan
ini bukan merupakan hasil dari usaha unit
bisnis BLU.

Hanya 4 PTKIN BLU yang proporsi peneri-
maan non-layanan utama (penunjang) dia-
tas 10% yaitu UIN Syarif Hidayatullah Ja-
karta, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang,
UIN Sunan Ampel Surabaya dan UIN Sjech
M. Djamil Djambek Bukittinggi . Jika dia-
nalisis lebih dalam UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta dan UIN Maulana Malik Ibrahim
Malang merupkan PTKIN yang sudah lama
menjadi BLU yakni semenjak tahun 2008.

Sebelum PMK Nomor 129/PMK.05/2020
terbit maka PTKIN BLU diizinkan mela-
kukan investasi di luar bidang layanan dan
investasi jangka panjang, sehingga aset PT-
KIN BLU yang lahir sebelum 2020 seha-
rusnya sudah banyak dan bisa menjadikan
investasi tersebut menghasilkan penerima-
an di luar penerimaan layanan utama yang
lebih besar, seperti UIN jakarta dan malang
sudah memiliki penginapan dan apartemen
karena investasi jangka panjang di luar bi-
dang layananda. Dari penerimaan non la-
yanan utama pada dua PTKIN BLU tersebut
juga masih ada pengaruh besar dari penda-
patan aset lancar, yakni bunga dari deposi-
tokan.

Untuk UIN Sunan Ampel Surabaya dan UIN
Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi pene-
rimaan dari layanan non akademik besar
dari 10% tidak hannya berasal dari pelak-
sanaan unit bisinis akan tetapi juga berasal
dari bunga deposito, pada UIN Sunan Am-
pel Surabaya dari 16.81% proporsi peneri-
maan non layanan utama, terdapat 3.84%
bersumber dari bunga deposito dan pada
UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
dari 10.87% penerimaan non layanan uta-
ma, sebesar 8.15% nya adalah dari penda-
patan bunga deposito, hannya 2.72% meru-
pakan penerimaan unit bisnis yang dikelola
UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Dari data di atas dapat diketahui bahwa
terdapat ketergantungan yang tinggi pada
UKT, hal ini mengindikasikan minimnya
diversifikasi sumber penerimaan, yang me-
rupakan salah satu prinsip pengelolaan Ba-
dan Layanan Umum (BLU). Jika jumlah
mahasiswa menurun atau terjadi regulasi
pembatasan UKT, keuangan institusi ren-
tan terganggu. Hal ini bertentangan dengan
prinsip pengelolaan BLU yang fleksibel dan
berorientasi pada diversifikasi pendapatan
(Sutanto, 2020). Pola ini juga mencermin-
kan risiko keuangan yang tinggi, terutama
dalam menghadapi penurunan jumlah ma-
hasiswa atau intervensi regulasi pembatas-
an UKT (Ariani, D., 2022).

Selain masalah diversifikasi sumber peneri-
maan non layanan utama, unit bisnis PTKIN
BLU masih berfokus pada usaha konvensio-
nal seperti penyewaan kampus (aula, ruang
pertemuan), penyediaan layanan katering
internal dan sewa kafe serta kendaraan. De-
ngan demikian menunjukkan rendahnya
ekplorasi peluang bisinis berbasis riset atua
teknologi yang dapat memanfaatkan ke-
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unggulan intitusi sebagai pusat akademik.
Padahal, inovasi berbasis teknologi atau
komersialisasi hasil riset memiliki potensi
besar untuk meningkatkan penerimaan in-
stitusi (Meyer et al., 2020). Potensi komer-
sialisasi hasil riset atau inovasi pendidikan
berbasis teknologi cenderung diabaikan,
meskipun institusi memiliki potensi besar
dalam inovasi pendidikan dan riset akade-
mik (Johnson, R., 2021).

Pada PTKIN BLU sebagian besar pengelola
unit bisnis adalah dosen atau tenaga kepen-
didikan (tendik) yang menjalankan tugas
ganda. Keterbatasan waktu dan kompetensi
menjadi kendala utama dalam pengelolaan
yang inovatif dan profesional sehingga pe-
ngelolaan cenderung konservatif dan ku-
rang inovatif. Institusi belum sepenuhnya
melibatkan tenaga profesional eksternal
yang memiliki keahlian khusus dalam ma-
najemen bisnis. Dosen yang bertugas se-
bagai pengelola juga mengalami tantangan
karena beban kerja akademik yang tinggi,
sehingga unit bisnis tidak dikelola secara
optimal (Rahman & Ismail, 2020).

Jika ditelusuri lebih lanjut, meskipun PMK
Nomor 129/PMK.05/2020 dan PMK No-
mor 202/PMK.05/2022 memberikan da-
sar hukum bagi pengelolaan BLU, belum
tersedia aturan teknis yang mendukung
pengangkatan dan penggajian tenaga ahli
eksternal. Hal ini menghambat institusi
untuk merekrut tenaga profesional dalam
pengelolaan unit bisnis, sehingga peluang
inovasi dan efisiensi belum dapat dioptimal-
kan (Ariani, D., 2022). Ketiadaan regulasi
teknis ini membatasi ruang gerak institusi
untuk melibatkan tenaga profesional dalam
pengelolaan unit bisnis, sehingga peluang
inovasi dan efisiensi belum dapat terealisasi
sepenuhnya, hal ini institusi juga kesulitan
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mengalokasikan anggaran untuk merekrut
tenaga profesional.

ANALISIS KEBIJAKAN

Salah satu instrumen pendekatan dalam
menganalisis kebijakan peningkatan pro-
porsi penerimaan non-layanan utama (pe-
nunjang) di PTKIN BLU fokus pada masa-
lah pengelolaan usaha-usaha bisnis yang
masih rendah dan terbatasnya pengetahuan
dan keahlian SDM adalah dengan metode
SWOT (Strengths, Weaknesses, Opporttu-
nities, Treats), yaitu dengan mengindetifi-
kasi faktor-faktor kekutan dan kelemahan
internal, dan peluang serta ancaman ekster-
nal yang mempengaruhi inplementasi kebi-
jakan. Dari pendekatan ini akan diperoleh
gambaran menyeluruh mengenai kekuatan
yang dapat dimanfaatkan, kelemahan yang
perlu diperbaiki, peluang yang dapat dieks-
plorasi, serta ancaman yang harus diwas-
padai dalam peningkatan penerimaan dari
unit bisnis Non-layanan utama PTKIN BLU
ini. Analaisis SWOT dapat dijabarkan seba-
gai berikut:

1. Kekuatan (strengths), kekuatan yang
dimiliki oleh PTKIN BLU adalah:

a. Mandat kebijakan dan landasan
hukum yang Jelas. PTKIN BLU
memiliki dasar kebijakan yang
kuat, yaitu PMK Nomor 129/
PMK.05/2020 dan PMK Nomor
202/PMK.05/2022,
berikan arah dan legitimasi dalam

yang mem-

mengelola Badan Layanan Umum.
Kebijakan ini memperkuat struktur
dan operasional PTKIN BLU dalam
menjalankan unit bisnis Non-UKT,
memberikan kesempatan untuk
mengoptimalkan penerimaan dari



sumber selain UKT (Kementeri-
an Keuangan Republik Indonesia,
2020).

Potensi Infrastruktur yang Terse-
dia. PTKIN memiliki aset berupa
fasilitas kampus yang dapat diman-
faatkan untuk pengembangan unit
bisnis, seperti ruang kelas, auditori-
um, pusat riset, dan fasilitas olahra-
ga dapat disewakan untuk kegiatan
eksternal. Infrastruktur ini menjadi
kekuatan utama yang belum sepe-
nuhnya dimanfaatkan secara mak-
simal untuk meningkatkan peneri-
maan Non-UKT. Infrastruktur ini
dapat dimanfaatkan untuk berbagai
jenis layanan kepada masyarakat,
sehingga memberikan potensi pen-
dapatan tambahan.

Kepemilikan keunggulan akade-
mik dan Keahlian. Sebagai lembaga
pendidikan tinggi, PTKIN BLU me-
miliki sumber daya manusia (SDM)
yang terampil dalam bidang pendi-
dikan dan penelitian. Ini menjadi
potensi yang dapat dimanfaatkan
untuk merancang program pelatih-
an berbasis akademik atau kursus
jangka pendek yang dapat men-
jangkau segmen pasar lebih luas.
Sebagai institusi pendidikan tinggi,
PTKIN juga memiliki kredibilitas
yang bisa mendukung pengem-
bangan produk atau layanan yang
berkualitas tinggi, seperti seminar,
konferensi, dan pelatihan berbasis
keilmuan (Porter, 1985).

---Kebijakan Peningkatan Proporsi Penerimaan Non-Utama PTKIN BLU... [Herlinda Nifia]; Halaman 465-484---

terbesar PTKIN BLU masih ber-
gantung pada Uang Kuliah Tunggal
(UKT). Ketergantungan ini mengu-
rangi fleksibilitas dalam merenca-
nakan dan mengembangkan unit
bisnis Non-UKT. Padahal, diversifi-
kasi pendapatan yang lebih luas da-
pat membantu mengurangi risiko
ketergantungan terhadap sumber
pendapatan yang terbatas. Tanpa
pendapatan yang lebih terdiversifi-
kasi, PTKIN BLU menghadapi risi-
ko pendapatan yang stagnan, teru-
tama saat ada perubahan kebijakan
pemerintah terkait UKT atau biaya
pendidikan (Meyer et al., 2020).

Pengelolaan bisnis yang belum pro-
fesional. Meskipun memiliki po-
tensi yang besar, pengelolaan unit
bisnis Non-UKT di PTKIN BLU ma-
sih belum sepenuhnya profesional.
Sebagian besar pengelola adalah
dosen atau tenaga pendidik yang
juga menjalankan tugas akademik
dan administratif lainnya. Mereka
umumnya belum memiliki penga-
laman atau keahlian dalam bisnis
dan manajemen yang baik. Ketidak
profasionalan ini terjadi karena
Regulasi yang Membatasi. Hal ini
menyebabkan proses pengambil-
an keputusan dalam pengelolaan
unit bisnis tidak efisien dan kurang
berbasis pada analisis pasar yang
kuat. Kurangnya profesionalisasi
dalam pengelolaan unit bisnis ini
menghambat kemampuan untuk

2. Kelemahan (weaknesses), di antara ke-
lemahan yang dimiliki PTKIN BLU ada- meningkatkan daya saing bisnis
lah: PTKIN BLU (Porter, 1985).

a. Ketergantungan pada pendapatan c. Keterbatasan dalam diversifikasi

mengidentifikasi peluang baru dan

UKT. Hingga saat ini, pendapatan pendapatan dan pemanfaatan aset.
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Meskipun memiliki aset yang cu-
kup, PKTIN BLU belum sepenuh-
nya memanfaatkan aset ini untuk
kegiatan komersial dengan opti-
mal. Pengelolaan aset yang belum
berbasis pada kemitraan strategis
atau teknologi mengurangi potensi
pendapatan dari sumber daya yang
ada..

3. Peluang (opportunities), peluang yang
dapat dimanfaatkan PTKIN BLU ada-

lah:
a.

478

Tingginya permintaan atas kete-
rampilan dan pelatihan profesional.
Dengan semakin berkembangnya
dunia kerja yang membutuhkan
keterampilan tambahan, ada pelu-
ang besar bagi PTKIN BLU untuk
menawarkan pelatihan dan kursus
untuk masyarakat umum. Program
pelatihan berbasis teknologi, pela-
tihan keterampilan kerja, dan kur-
sus sertifikasi yang mengarah pada
pengembangan profesional bisa
menjadi sumber pendapatan yang
signifikan. Mengingat kredibilitas
PTKIN di sektor pendidikan, mere-
ka dapat menarik peserta dari luar
yang tertarik untuk mendapatkan
keahlian tambahan (Meyer et al.,
2020).

Peluang penyewaan fasilitas. PT-
KIN BLU memiliki berbagai fasili-
tas yang tidak sepenuhnya diguna-
kan untuk kegiatan akademik, yang
dapat disewakan kepada pihak eks-
ternal. Misalnya, penyewaan ruang
untuk konferensi, pelatihan, semi-
nar, atau kegiatan budaya lainnya.
Ini dapat menjadi sumber penda-
patan jangka panjang yang terus
berkembang, terutama dengan me-

ningkatnya kebutuhan ruang untuk
acara dan kegiatan non-akademik
yang dapat menarik biaya sewa
yang menguntungkan.

Peningkatan infrastruktur digital
dan kemajuan teknologi. Dengan
pesatnya perkembangan teknologi
digital, PTKIN BLU dapat meman-
faatkan infrastruktur TI yang ada
untuk menawarkan layanan secara
daring (online). Ini termasuk kur-
sus daring, webinar, pelatihan jarak
jauh, atau akses ke riset yang dapat
dipublikasikan kepada masyara-
kat umum. Hal ini akan membuka
pasar yang lebih luas dan membe-
ri PTKIN BLU kesempatan untuk
meraih pendapatan dari pelanggan
yang lebih beragam, termasuk dari
luar negeri.

4. Ancaman (threats), ancaman yang di
hadapai PTKIN BLU adalah:

a.

Kompetisi dengan lembaga pendi-
dikan lainnya. PTKIN BLU tidak
berdiri sendiri dalam menyediakan
produk dan layanan pendidikan.
Banyak lembaga pendidikan tinggi
lainnya yang juga menawarkan kur-
sus dan pelatihan yang sama atau
lebih kompetitif, mereka juga ber-
upaya mengembangakan unit bis-
nis mereka. Tanpa pembeda yang
jelas dan strategi pemasaran yang
efektif, PTKIN BLU bisa kesulitan
bersaing dengan institusi lain yang
memiliki lebih banyak pengalaman
dan sumber daya dalam menge-
lola unit bisnis Non-UKT (Schick,
2021). Persaingan yang semakin
ketat dapat membatasi ruang bagi
PKTIN BLU untuk mengembang-
kan produk dan layanan bisnis yang
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berbeda dari institusi lain (Baker,
J., 2022).

b. Ketidakpastian ekonomi: Situasi
ekonomi yang tidak menentu dapat
mempengaruhi daya beli masya-
rakat, yang pada gilirannya dapat
mempengaruhi permintaan terha-
dap produk dan layanan yang dita-
warkan oleh PKTIN BLU, khusus-
nya di sektor bisnis pendidikan dan
pelatihan (Baker, J., 2022).

c. Perubahan kebijakan pemerintah
yang tidak menguntungkan: Meski-
pun ada dukungan kebijakan untuk
pengelolaan BLU, perubahan kebi-
jakan pemerintah yang tidak men-
dukung fleksibilitas pengelolaan
SDM atau unit bisnis dapat menjadi
ancaman bagi pengembangan unit
bisnis di PKTIN BLU.

Analisis SWOT ini menunjukkan bahwa PT-
KIN BLU memiliki sejumlah kekuatan dan
peluang besar untuk mengembangkan unit
bisnis Non-UKT yang lebih beragam dan
berkelanjutan. Namun, PTKIN BLU juga
menghadapi kelemahan serius dalam hal
ketergantungan pada pendapatan UKT, pe-
ngelolaan yang belum profesional, dan ke-
terbatasan dalam pemanfaatan Aset. Oleh
karena itu, untuk memaksimalkan potensi
pendapatan dari unit bisnis Non-UKT, PT-
KIN BLU perlu melakukan langkah-langkah
strategis, seperti meningkatkan profesio-
nalisme pengelolaan unit bisnis non-UKT
melalui pengelolaan yang lebih terstruktur
dan melibatkan tenaga ahli eksternal yang
berkompeten, mengoptimalkan pengguna-
an aset yang telah dimiliki, serta melakukan
diversifikasi sumber pendapatan menjadi
langkah yang sangat penting.

Di mana PKTIN BLU perlu memperluas
basis pendapatannya dengan menyasar pa-
sar non-layanan utama, seperti: layanan
pelatihan, pengembangan produk berbasis
riset, dan kemitraan dengan sektor swasta
dan lembaga lain. Dengan demikian, PTKIN
BLU dapat meningkatkan penerimaan dari
unit bisnis Non-UKT secara signifikan.

Dari analisis SWOT ini dijelaskan bahwa ke-
bijakan pengelolaan penerimaan non layan-
an utama atau pengembangan unit bisnis
PTKIN BLU memiliki potensi besar untuk
meningkatkan kemandirian finansial dan
kualitas pendidikan, meskipun ada tantang-
an dalam hal sumber daya, manajemen, dan
resistensi. Strategi yang tepat, berdasarkan
analisis ini, dapat membantu memaksimal-
kan peluang dan mengurangi ancaman yang
ada.

ALTERNATIF KEBIJAKAN

Berdasarkan hasil analisis sebelumnya,
maka terdapat beberapa alternatif kebi-
jakan yang dapat dipertimbangkan untuk
diimplementasikan dalam memecahkan
masalah proporsi penerimaan non-layanan
utama (penunjang) di PTKIN BLU, yakni:

1. Pengembangan klaster riset dan inovasi
berbasis industri

« Melalui pengembangan klaster riset

berbasis industri, PTKIN BLU dapat

memanfaatkan keahlian profesional

dari industri untuk membentuk ke-

mitraan strategis. Memungkinkan

pengelolaan unit bisnis yang lebih

profesional dengan dukungan dari
mitra industri yang berpengalaman.

« Pengembangan Kklaster riset dan

inovasi berbasis industri dapat me-
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ngurangi ketergantungan pada pen-
dapatan UKT dengan menciptakan
pendapatan tambahan dari kerja
sama riset dan inovasi yang melibat-
kan sektor industri.

Pengembangan Kklaster riset yang
terhubung dengan industri dapat
menyediakan pelatihan dan pengem-
bangan keterampilan yang relevan
dengan kebutuhan industri.

Dengan menawarkan riset dan ino-
vasi yang lebih terfokus pada kebu-
tuhan industri, PTKIN BLU dapat
menciptakan keunggulan kompetitif
yang membedakannya dari lembaga
pendidikan lain.

2. Reformasi regulasi internal dan ekster-

nal untuk profesionalisasi pengelolaan

unit bisnis

» Reformasi regulasi yang mendukung
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profesionalisasi pengelolaan unit bis-
nis dapat mengatasi kelemahan PT-
KIN BLU dalam hal pengelolaan yang
belum profesional. Dengan adanya
regulasi yang memungkinkan PTKIN
BLU untuk merekrut tenaga profesi-
onal dari luar, maka unit bisnis dapat
dikelola lebih efisien dan berbasis
pada prinsip-prinsip manajemen bis-
nis yang baik dan akan meningkatkan
kualitas unit bisnis dan daya saing
Regulasi yang mendukung fleksibili-
tas dalam pengelolaan aset dan unit
bisnis akan memungkinkan PTKIN
BLU untuk lebih bebas dalam meng-
optimalkan aset yang dimilikinya dan
mengembangkan model bisnis yang
lebih beragam.

Regulasi yang lebih fleksibel me-
mungkinkan PTKIN BLU untuk me-
nawarkan program pelatihan yang
lebih beragam dan relevan dengan

kebutuhan pasar. Ini memungkinkan
PTKIN BLU untuk merespons tren
permintaan keterampilan yang terus
berkembang.

Dengan memiliki regulasi internal
yang fleksibel, PTKIN BLU akan le-
bih siap menghadapi perubahan ke-
bijakan pemerintah dan dapat meng-
adaptasi kebijakan yang lebih sesuai
dengan kebutuhan internalnya.

Reformasi struktur organisasi unit bis-

nis

Reformasi struktur organisasi unit
bisnis akan membentuk struktur
yang lebih efisien dan fokus pada
pengelolaan bisnis. Pembentukan
divisi atau departemen khusus yang
mengelola unit bisnis secara mandiri
dapat membantu meningkatkan pro-
fesionalisme dalam pengelolaannya.
Struktur organisasi yang lebih jelas
akan memudahkan koordinasi antar
unit bisnis dan pengelolaan aset yang
lebih optimal, memungkinkan PT-
KIN BLU untuk lebih mudah meng-
identifikasi peluang baru dan menge-
lola sumber daya yang ada.

Struktur yang lebih terorganisir me-
mungkinkan PTKIN BLU untuk me-
ngelola fasilitas dengan lebih efisien
dan menyewakannya kepada pihak
eksternal dengan prosedur yang jelas.
Struktur organisasi yang lebih efisien
memungkinkan PTKIN BLU untuk
bergerak lebih cepat dan lebih res-
ponsif terhadap permintaan pasar.
Dengan demikian, PTKIN BLU dapat
bersaing lebih baik dengan lembaga
pendidikan lainnya.

Diversifikasi jenis unit bisnis

Diversifikasi unit bisnis dapat me-
ngurangi ketergantungan pada pen-
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dapatan UKT dengan menciptakan
sumber pendapatan lain dari berba-
gai jenis usaha, seperti kursus daring,
pelatihan profesional, dan penyewa-
an fasilitas.

 Diversifikasi unit bisnis akan me-
mungkinkan PTKIN BLU untuk lebih
maksimal dalam memanfaatkan aset
yang dimiliki, seperti ruang kelas
yang dapat disewakan atau fasilitas
riset yang dapat dimanfaatkan oleh
pihak eksternal.

« Diversifikasi unit bisnis dengan me-
masukkan jenis usaha yang berhu-

bungan dengan pelatihan dan serti-
fikasi keterampilan akan menjawab
kebutuhan pasar akan pendidikan
dan keterampilan tambahan. PTKIN
BLU bisa mengembangkan kursus
profesional yang dapat menjangkau
segmen pasar lebih luas.

Berdasarkan pendekatan William Dunn,
dari alternatif kebijkan yang telah diusulkan
dapat dilihat masing-masing skor sebagai
berikut:

Tabel 3. Skoring Pemilihan Alternatif Rekomendasi

Kriteria Pemilihan Alternatif (Skor 1-10)
. .. ; Daya- Skor
Alternatif Kebijakan Efek- Efi- | Respon- Iii’(l:n dukung | Tial
tivitas siensi sivitas yaxaj Adsmi-
Politik . .
nistratif
Alternatif 1:
Pengembangan Klaster Riset dan Inovasi 8 6 8 7 6 35
Berbasis Industri
Alternatif 2:
Reformasi Regulasi Internal dan Eksternal 3 3 .
untuk Profesionalisasi Pengelolaan Unit 2 7 9 4
Bisnis
Alternatif 3: 6
Reformasi Struktur Organisasi Unit Bisnis 7 7 7 7 34
Alternatif 4:
Diversifikasi Jenis Unit Bisnis g 7 9 7 7 38

Dari tabel skoring pemilihan alternatif pen-
dekatan William Dunn yang menjadikan
rekomendasi utama kebijakan adalah refor-
masi regulasi internal dan eksternal untuk
profesionalisasi pengelolaan unit bisnis.

Dalam melaksanakan kebijakan reformasi
regulasi internal dan eksternal untuk profe-
sionalisasi pengelolaan unit bisnis, langkah
pertama yang harus dilakukan adalah me-
lakukan peninjauan menyeluruh terhadap
regulasi internal yang ada guna mengiden-
tifikasi hambatan dalam pengelolaan unit
bisnis dan SDM.

Selanjutnya, diperlukan advokasi kebijak-
an di tingkat eksternal dengan mengajukan
usulan perubahan regulasi, seperti revisi
Peraturan Menteri Keuangan atau Peratur-
an Menteri Agama, untuk mendukung flek-
sibilitas dan otonomi PTKIN BLU. Proses
ini harus melibatkan dialog intensif dengan
pembuat kebijakan serta konsultasi publik
dengan para pemangku kepentingan untuk
memastikan dukungan dan legitimasi ke-
bijakan. Selain itu, peningkatan kapasitas
institusi menjadi langkah krusial. Ini meli-
batkan penyusunan pedoman operasional
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untuk mengimplementasikan regulasi baru,
serta pelatihan bagi pengelola unit bisnis
agar mampu mengadaptasi perubahan ke-
bijakan dengan baik. Dalam pelaksanaan-
nya, penting untuk mengembangkan sistem
pelaporan yang berbasis hasil dan transpa-
ran untuk memonitor efektivitas kebijakan.

Tahap terakhir adalah membentuk meka-
nisme pemantauan dan evaluasi berkala
yang melibatkan berbagai pihak, termasuk
unit bisnis, pengelola internal, dan pemang-
ku kepentingan eksternal. Jika ditemukan
kendala atau kebutuhan perubahan, regu-
lasi dapat disesuaikan agar tetap relevan
dengan dinamika pasar dan kebutuhan or-
ganisasi. Implementasi langkah-langkah ini
diharapkan dapat meningkatkan profesio-
nalisasi pengelolaan unit bisnis dan mendu-
kung keberlanjutan keuangan PTKIN BLU.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Dari hasil anlisis kebijakan dan alternatif
kebijakan yang telah diuraikan dapat dita-
rik beberapa kesimpulan terkait kebijakan
peningkatan proporsi penerimaan dari non-
-layanan utama pada PTKIN BLU, yang di-
sebabkan oleh beberapa faktor utama, yaitu
pengelolaan unit bisnis yang masih rendah,
terbatasnya pengetahuan dan keahlian SDM
dalam pengelolaan usaha bisnis, serta ke-
tergantungan yang tinggi pada penerimaan
UKT. Selain itu, PTKIN BLU juga mengha-
dapi tantangan diantaranya: memanfaatkan
aset yang dimiliki secara optimal, mengi-
dentifikasi peluang pasar dalam mencapai
kemandirian finansial yang lebih tinggi.

Keberlanjutan keuangan dan kemandiri-
an keuangan PTKIN BLU bergantung pada
kemampuannya untuk melakukan diversifi-
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kasi sumber pendapatan dan meningkatkan
efisiensi dalam pengelolaan aset, meskipun
ada beberapa kekuatan yang dimiliki, seper-
ti potensi infrastruktur dan kredibilitas aka-
demik, namun tanpa adanya pembenahan
pada pengelolaan unit bisnis, keberhasilan
dalam meningkatkan proporsi pendapatan
dari non-layanan utama (penunjang) akan
sulit tercapai. Secara keseluruhan, rendah-
nya proporsi penerimaan dari non-layanan
utama pada PTKIN BLU mencerminkan
pentingnya perubahan dalam pengelolaan
unit bisnis dan peningkatan kapasitas SDM
untuk mengelola bisnis secara lebih profe-
sional.

Rekomendasi

Berdasarkan alternatif kebijakan di atas,
maka penulis merekomendasikan kepa-
da Direktur Jenderal Pendidikan Islam
Kementerian Agama menerbitkan Surat
Edaran yang secara komprehensif yang
mengatur reformasi regulasi internal dan
eksternal terkait pengelolaan unit bisnis di
PTKIN BLU. Surat Edaran ini mencakup
Standar Operasional Prosedur (SOP) yang
jelas, mekanisme pengawasan yang efektif,
dan insentif yang menarik bagi pengelola
unit bisnis yang berkinerja baik. Selain itu,
regulasi ini juga harus memuat ketentuan
mengenai rekrutmen dan pengembangan
SDM yang kompeten di bidang bisnis, serta
kerja sama dengan pihak eksternal yang po-
tensial. Dengan adanya regulasi yang kuat
dan implementasi yang konsisten, diharap-
kan profesionalisme pengelolaan unit bisnis
di PTKIN BLU dapat meningkat, sehingga
berkontribusi pada peningkatan pendapat-
an BLU dan kemandirian finansial PTKIN
secara keseluruhan.
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LAMPIRAN

Kriteria Pemilihan Alternatif (Skor 1-10)
Alternatif Kebijakan Efektivitas Efsionsi Respon- Kelayakan Daya dukung Skor Total
sivitas Politik Adsministratif
Alternatif 1: 8 6 8 6
Pengembangan Klaster Riset dan Inovasi Berbasis Industri 7 35
Alternatif 2:
Reformasi Regulasi Internal dan Eksternal untuk 9 8 7 9 8 41
Profesionalisasi Pengelolaan Unit Bisnis
Alternatif 3:
Reformasi Struktur Organisasi Unit Bisnis 7 7 7 & 7 34
Alternatif 4: 8 8
Diversifikasi Jenis Unit Bisnis 7 9 7 7 3

Acuan Rekomendasi Alternatif Kebijakan

. Efektivitas — Sejauh mana alternatif mencapai tujuan yang diinginkan.

. Efisiensi — Perbandingan antara manfaat yang diperoleh dan sumber daya yang digunakan.

. Responsivitas — kemampuan alternatif dalam merespons kebutuhan stakeholder.

. Kelayakan Politik — Kemungkinan diterimanya kebijakan oleh pemangku kepentingan utama.
. Daya Dukung Administratif — Kapasitas kelembagaan dalam mengimplementasikan kebijakan.

Alternatif 1: Pengembangan Klaster Riset dan Inovasi Berbasis Industri

. Efektivitas (8): Pengembangan klaster riset berpotensi meningkatkan pendapatan non-UKT, tetapi dampaknya membutuhkan waktu yang lebih panjang.

. Efisiensi (6): Membutuhkan investasi besar dalam infrastruktur, SDM, dan kemitraan industri, sehingga efisiensinya relatif rendah pada tahap awal.
. Responsivitas (8): Responsif terhadap kebutuhan industri dan mendorong kemitraan strategis, namun implementasi awal membutuhkan waktu
. Kelayakan Politik (7): Relatif didukung karena mendorong inovasi, tetapi perlu dukungan kuat dari kementerian dan industri.

. Daya Dukung Administratif (6): Kapasitas SDM, infrastruktur dan tata kelola di PTKIN masih terbatas dalam mengelola riset berbasis industri.

Total Skor: 35
Alternatif 2 :Reformasi Regulasi Internal dan Eksternal untuk Profesionalisasi Pengelolaan Unit Bisnis:

. Efektivitas (9): Reformasi regulasi langsung berdampak pada peningkatan tata kelola unit bisnis, memperjelas aturan, dan meningkatkan pendapatan.
. Efisiensi (8): Biaya implementasi relatif lebih rendah dibanding pengembangan infrastruktur baru, dengan manfaat jangka panjang yang signifikan.

. Responsivitas (7): Memberikan kepastian hukum dan kepatuhan, tetapi masih membutuhkan adaptasi dari pihak pengelola unit bisnis

. Kelayakan Politik (9): Didukung oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk regulator dan pengelola unit bisnis PTKIN.

. Daya Dukung Administratif (8): Memberikan kepastian hukum dan kepatuhan, tetapi masih membutuhkan adaptasi dari pihak pengelola unit bisnis.

Total Skor: 41
Alternatif 3 :Reformasi Struktur Organisasi Unit Bisnis:

. Efektivitas (7): Perubahan struktur organisasi dapat meningkatkan efisiensi, tetapi dampaknya baru terlihat dalam jangka menengah-panjang.
. Efisiensi (7): Membutuhkan penyesuaian dan restrukturisasi SDM yang bisa menghambat operasional dalam jangka pendek.

. Responsivitas (7): Responsif terhadap tuntutan tata kelola yang lebih baik, tetapi bisa menghadapi resistensi dari pihak internal.

. Kelayakan Politik (6): Perubahan struktur organisasi sering kali menghadapi tantangan politik dari internal PTKIN.

. Daya Dukung Administratif (7): Dibutuhkan SDM yang memiliki kapasitas manajerial tinggi agar reformasi struktur berjalan efektif.

Total Skor: 32
Alternatif 4 :Diversifikasi Jenis Unit Bisnis:

. Efektivitas (8): Diversifikasi usaha dapat meningkatkan pendapatan non-UKT, tetapi keberhasilannya bergantung pada analisis pasar yang baik.

. Efisiensi (7): Memerlukan investasi awal, tetapi bisa lebih fleksibel dibanding pengembangan klaster riset.

. Responsivitas (9): Sangat responsif terhadap peluang pasar dan tren ekonomi yang berkembang, memungkinkan adaptasi terhadap permintaan yang berubah.

. Kelayakan Politik (7): Bisa mendapatkan dukungan, tetapi memerlukan evaluasi yang cermat terkait bidang bisnis yang dipilih agar tidak berbenturan dengan
regulasi pendidikan tinggi.

. Daya Dukung Administratif (7): Dapat dilakukan dengan penguatan unit bisnis yang sudah ada, tetapi tetap membutuhkan peningkatan kapasitas SDM dan
sistem manajemen yang lebih profesional agar dapat mengelola beragam bisnis secara efektif.

Total Skor: 37

Reformasi Regulasi Internal dan Eksternal untuk Profesionalisasi Pengelolaan Unit Bisnis mendapatkan skor tertinggi, yang mencerminkan efektivitas dan efisiensi
yang lebih tinggi dalam memecahkan masalah utama dalam pengelolaan unit bisnis di PTKIN BLU.
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